
BUPATI TORA"'A UTARA
PROVINSI SULAWESI SILATAIT

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMORz' TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 18

TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang bahwa dengan adanya perubahan program, kegiatan dan

pembiayaan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2Ol8 pada Lampiran yang

tercantum dalam Peraturan Bupati Toraja Utara

Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 sehingga perlu

diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Toraja Utara.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO7 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2OO5-2O25 (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 47OO);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang

Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi

Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 1Ol, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4874);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor I37, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20O8 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08
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Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (L,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor L44, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

I 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O 17 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2Ol7 tentang

Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6123);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol7 tefiang
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 201.7 Nomor 225, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O11 Nomor 31O);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2O17 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunal Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
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Jangka Menengah Daerah dan Rencana Ke{a

Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor l0 Tahun 2013

tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2O13-2OLB

(lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2015 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor );

17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 97 Tahun 2Ol8 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2019;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tor4ja Utara Nomor 4

Tahun 2O1O tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 4,

Tambahan kmbaran Daerah KabupatenToraja Utara

Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Torqja Utara Nomor 11

Tahun 2OlO tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja

Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan l,embaran

Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4

Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja

Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan l,embaran

Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Tora.ia Utara Tahun 2016-2021

(l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun

2016 Nomor 6, Tambahan kmbaran Daerah
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Menetapkan

Kabupaten Toraja Utara Nomor 63);

22. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 72 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, T\rgas Pokok,

Fungsi dan Rincian T\:gas, Serta Tata Kerja Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Toraja Utara ( Berita Daerah Kabupaten

Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 18 TAHUN

2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KAE}UPATEN TORAJA UTARA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 18

Tahun 2OLT tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2O17 nomor 18) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Talun 2078

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan daerah, rencana kerja dan

pendanaannya, baik yang dilaksanakan lansung oleh

Pemerintah Daerah maupun yang ditempu dengan

mendorong partisipasi masyarakat;

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

pedoman atau landasan dalam pen]'usunan :

a. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2018;

b. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tahun 2Ol8; dan
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c. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(RAPBD) Tahun 2o18.

(3) Materi muatan perubahan RKPD Kabupaten Torqja

utara Tahun 2Ol8 sebagaimara dimaksud pada

ayaf l2l tercantum dalam lampiran dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peratuan Bupati ini mulai berlaku pada tanegal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan p€nempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Torqja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggd ! Agustus 2018

RA.IA UTARA,

NAN

Diundangkan di Rantepao
padaa S DAERAH

TORAJA UTARA,

NI BARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA TAHUN 2018 NOMOR

Jau ,(

t

o
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